
BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR '2-5' TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN PENGELOI.AAN ARSIP VTTAL 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RE.JANG LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATJ REJANG LEBONG, 

a. babwa arsip vital merupakan bukti penyeleoggaraan 
kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai bukti 
akuntabilitas kinerja, alat bukti hukum dan memori 
organisasi sehingga harus dikelola secara terprogram agar 
terhindar dari kemungkinan musnah, hilang atau rusak 
yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perlindungan, 
pengamanan dan penyelamatan arsip vital pada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Rejang Lebong, maka petlu disusun pedoman 
pengelolaan arsip vital; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam buruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Rejang Lebong tentang pedoman Pengelolaan Arsip 
Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tabun 2008 tentang 
Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2009 Nomor 112 Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 
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4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5071); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik J:ndonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 t entang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telab diubah 
beberapa kali terakhir dengan Un dang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Jndonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerinta.han (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 ten tang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi BengkuJu 
(Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambaban Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 2854); 

9. Peratu.ran Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tenta.ng 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan [nformasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 20 12 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik In don esia 
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5286); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 
tentang .Tata Naskah Dinas di Lingku ngan Pemerinta.h 
Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 
tentang Tata Kearsipan di Ljngku ngan Kementerian 
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah -Sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
135 Tahun 2017 (Serita Negara Republik In donesia 
Tahun 2017 Nomor 1953); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pem bentukan Produk Hllkum Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahu n 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomo,;- 2 Tahun 2018 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 
2018 Nomor 133). 

L -r.::. ..--.:; .. E 
9tAf;..t.r,(i 

2 



Memperhatikan 

Menetapkan 

I. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun 2005 
tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan 
Penyelamatan Dokumen/ Arsip Vital Negara; 

2. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 49 Tahun 2015 
tentang Program Arsip Vital; 

3. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 19 Tahun 2018 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Pungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong; 

4. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 28 Tahun 2018 
tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Rejang Lebong. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAA~ 
ARSIP VITAL DJ LlNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
REJANOLEBONG 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pernerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3 . Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerinta.ban daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, 
dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 

5 . Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten. Rejang 
Lebong. 

6 . Lembaga Kearsipan Daerah adalah lembaga yang memiliki flmgsi , tugas, clan 
tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan. 

7. Kearsipan adalah hal-hal yang berkaitan dengan arsip. 
8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 
dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga 
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, 
perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasya.rakat, berba.ngsa dan 
bernegara. 

9 . Pengelolaan Arsip Vital adalah suatu rangkaian kegiatan penanganan Arsip 
Vital mulai dari identifikasi, pengumpulan, penataan, pengolahan, 
perlindungan, pengamana.n, dan penyelamatan serta penggunaan atas arsip 
yang dikategorikan sebagai arsip vital di lingkungan Pemerintah Kabu,paten 
Rejang Lebong. 

10. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas <la.lam 
pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggu ng ja.wab dibidang pengelolaan arsip 
dinamis. 

11. Unit Pengolah adalab sa.tuan kerja. pada pencipta arsip yang mempunyai tugas 
dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan 
pencipta arsip d.ilingkunga.nnya. 
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12. Unit Kearsipan adalah unit kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas 
tanggungjawab dalam penyelenggaraan Kearsipan. 

13. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaanya merupakan persya.ratan dasar 
bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan 
tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. 

14. Arsip dina.mis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan 
pencipta arsip dan disimpan selamajangka waktu tertentu. 

15. Daftar Arsip Vital adalah suatu daftar dalarn bentuk formulir yang berisi data 
arsip vital milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 

16. ldentifikasi Arsip Vital adalah kegiatan pendataan dan menentukan jenis arsip 
yang dikategorikan sebagai arsip vital. 

17. Pendataan Arsip Vital adalah kegiatan pengumpulan data tentang jenis, 
jumlah, media, lokasi dan kondisi ruang penyimpanan arsip vital. 

18. Penduplikasian adalah suatu kegiatan penggandaan (back-up) arsip dalam 
bentuk media yang sama atau berbeda dengan a.rsip yang asli. 

19. Pengam.anan Arsip Vital adalah suatu kegiatan melindungi arsip vital baik 
fisik maupun informasinya terhadap kemungkinan kehilangan dan kerusakan. 

20. Penyelamatan Arsip Vital adalah suatu kegiatan untuk memindah (evaluasi) 
arsip vital ke tempat yang .lebih baik. 

21. Penyimpanan Khusus (vaulting) ada.lah metode pelindungan arsip vital dengan 
melakukan penyimpanan arsip pada tempat dan sarana khusus. 

22. Pemencaran (dispersal) adalah metode perlindungan arsip vital dengan cara 
memencarkan arsip hasiJ duplikasi (copy back-up) ke lokasi penyimpanan yang 
berbeda. 

23. Pemulihan Arsip Vital adalah suatu kegiatan perbaikan fisik arsip vital yang 
rusak akibat bencana. 

24. Perlindungan Arsip Vital adalah kegiatan mengamankan, menyelamatkan dan 
memulihkan arsip vital dari ken1sakan, hilang atau musnah baik secara fisik 
maupun informasi 

25. Series Arsip Vital adalah himpunan arsip yang tercipta, yang diatur dan 
dikelola sebagai suatu entitas informasi kerena adanya keterkaitan secara 
fungsional, kegiatan dan kesamaan subjek. 

BAB fl 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANO LINGKUP 

Pasal 2 

Peratu.ran Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka mengelola, 
menyimpan dan mengadakan perJindungan serta penggunaan arsip vital di 
Pemerintah Daerah. 

Pasa.13 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terselamatkannya arsip vital, serta adanya 
ketetapan, keseragaman dan keamanan dalam menyimpan dan melindungi arsip 
vital di Pemerintab Daerah. 

Pasa.l 4 

Ruang lingkup pengelolaan arsip vital meliputi : 
a . ldentifikasi; 
b. Penataan; 
c. PerJindungan dan Pengamanan; 
d. Penyelamatan dan PemuJihan; dan 
e. Alcses dan Layanan. 
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BABlll 
PENOELOLAAN ARSIP VITAL 

PasalS 

( 1) ldentifikasi sebagaimana d imaksud dalarn Pasal 4 h u.ruf a meliputi kegiatan : 
a . Analisis organisasi; 
b. Pendataan; 
c. Penentutan arsip vital; dan 
d. Penyus u nan daftar arsip ha sil identifikasi. 

(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercantum daJam Lampiran I 
yang merupakan ba gian tidal< terpisa hkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

(1) Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huntf b dilakukan terhadap 
hasil identil"ikasi arsip vitaJ yang meliputi kegiatan : 
a. Pendeskripsian; 
b. Pengelornpokan; 
c. Pemberkasan; 
d. Penyusunan daftar arsip vital; dan 
e. Penyusunan daftar induk arsip vital. 

(2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 7 

(l) Perlindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 h ur uf c 
meliputi : 
a. Faktor-fak"tor perusal<; 
b. Metode perlindungan; 
c. Pengamanan fisik dan informasi; dan 
d. Penyimpanan. 

(2) Perlindungan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran m yang merup akan bagian tidal< terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 8 

(1) Penyelamatan dan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d 
metUpakan kegiatan perlindungan arsip vital. 

(2) Penyelamatan sebagaimana climaksud pada ayat (1) melipu ti kegiata)1 
evakuasi arsip vital, identifikasi jenis W'Sip dan pemulihan (recovery) . 

(3) Pemulihan (Recovery) sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) meliputi kegiatan 
stabilisasi da perlindu ngan arsip yang di evakusi, penilaian tingkat kerusakan 
dan spesifikasi kebutuhan pemulihan, pelaksanaan, penyelamatan, prosedur 
penyimpaman kembali dan evaluasi. 

(4) Penyelamatan dan pemulihan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam La:mpiran CV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 9 

(1) Akses dan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi 
Kegiatan: 
a. Akses dan layanan in ternal; dan 
b. Akses dan layanan ekstemal. 
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(2) Akses dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum da!am 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

BAB IV 
KETE NTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Bupati inl mulai berlaku pada tanggal dlundangkan. 

Agar setiap orang mengetabu inya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati i.ni dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

Diundangkan dl Curup 
Pada tanggal 1t September2019 

SEKRET 
KABUPATEN 

SDAERAH 
ANG LEBONG, 

H. R. A. DENNI 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal /6 Sep tember 2019 

BUPATI REJANG LEBONG, 

f~ PARAF 
KOOROINil. SI 

SEKD• . / 

AS!STEN r 
l<J'8 • G ' ~ ... <;!Jl!l£\AG ', 
D!NA S ~ C'EMRAKARS• . 

TG\. . 
NA S KAl't 

· ■UK HUKUM INI 
. i I.A H OITE I.ITI / 
DtKOREKSI OLEH 

K.>.e,l;G. ADM. liUKUM, 

. •AN ADM, HUKUM 
" 1'-fl \'\1\0\ul\l\li.,1\,. ) 

1': ~Ol 3 ~..,:i l~ I orl.l 

BERJTA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHU 2019 NOMOR ~z 
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LAMPIRAN I : PERATURAN BUPA'T'l REJANG LEBONG 
NOMOR 2S TAHUN 20 19 
TANGGAL /~ SEPTEMBER 2019 

IDENTIFIKASI ARSIP VITAL 

A. Tahap ldentifikasi Meliputi Kegiatan 

1. Melakukan survei arsip vital di pencipta arsip menggunakan metode 
wawancara dan kuesioner pada unit pengolah pencipta arsip . 

2. Metode wawancara berupa pertanyaan yang di sampaikan kepada pejabat 
struktural dan staf yang berhubungan langsung dengan penggunaan arsip 
vital pada pencipta arsip. 

3. Metode kuesioner berupa blangko survei arsip vital. 

B. Tahap Analisis Meliputi Kegiatan 
1 . Analisis Organisasi 

Analisis organisasi adalah analisis yang mempelajari secara teliti fungsi 
dan tugas pokok organisasi pencipta arsip, dengan memperhatikan hal-hal 
sebagai berikut: 
a. Memahami misi (tujuan dasar) organisasi /instansi untuk memperoleh 

manfaat atau profit, sehingga kelangsungan hidup organisasi / 
instansi dapat terjamin. 

b. Memahami fungsi pokok organisasi/instansi serta fungsi pendukung 
yang berkaitan dengan tugas pokok organi$asi /instansi. 

c. Memahami aktivitas kegiatan organisasi /instansi dengan mempelajari 
pelaksanaan tugas kewajiban dan hak organisasi /instansi. 

d. Memahami bukti trru1saksi organisasi /instansi dari terselenggaranya 
aktifitas kegiatan organisasi / instansi. 

2. Analisis Hukum 
Analisis hukum adalah analisis yang mempelajari arsip vital yang tercipta 
mengandung hak-hak hukum individu/organisasi. 

3. Analisis Resiko/Kerugian 
Analisis resiko adalah analisis yru,g menlpelajari perhitungan kerugian 
yaitu dengan menafsir berapa kerugian yang akan di tanggun g j ika arsip 
vital pada pencipta arsip hilang atau rusak, dengan mempertimbangkan : 
a. Berapa lama waktu yang di perlukan agar informasi saat di 

rekonstruksi atau di gant:i dengan biayayang di guna.kan; 
b. Berapa banyak waktu yang tidak produktif dan biayanya menjadi 

berapa banyak yang di gunakan; 
c. Berapa banyak kontrak-kontrak yang hilang dan berap a banyak 

kerugian keuangan yang di gunakan; dan 
d. Berapa banyak rekening yang dapat di teri.ma (piutang) yang tidak 

dapat di kumpulkan, dan berapajumlah keseluruh annya . 
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CONTOH DAFTAR SURVEl lDENT[FJKASl ARSlP VITAL 

1NSTANSJ 
BlDANG / SEKSJ / BAGfAN 

., .. ~~ES "•--T 
ltNTIM.l'ASiUII -., ....... """"" ...,..,.,. "NII OOt.:UMaN ,... .Mll.\11 

Ulr.Ulu.H l'bl>.'J.:Ml3Att:lMN ICoNOltll """"' ........ """" OIRTANOOI/HG """"" 
IU..u!U'ICA81 Af!S.11' , .... 

nKATMN 

I 2 3 4 

Petunjuk Pengisian 

l. NO 

5 

2 . KODE KLASIFIKASJ 

6 

3. JUDUL SERIES ARSIP 
4. JUMLAH 
5. JEN1S 
6. UKURAN 

7 

7. TINGKAT PERKEMBANGAAN 
8 . KONOlSI 
9. SISTEM PENATMN 
10. LOKASJ 
11. SARANA 
12. KURUN WAKTU 
13. RETENSJ 

8 9 
J AWA. 

JO 11 12 l3 14 15 

: Nomor Urut Arsip 
: Kode Sub Bidang / Sub Bagian pada 

Struktur Orgrusasi 
: Sesuai dengan judul arsipnya 
: Sesuai dengan jumlah arsipnya 
: Jenis arsip (tekstual, foto, kartografi) 
: Ukuran Arsip (Folio, A4 dsb) 
: Asli, Fotocopy, tembusan 
: Baik dan Rusak 

: Lokasi Simpan 
: Saran a Penyimpanan 
: Kurun Waktu Arsip 

14. PETUOAS YANG BERTANGGUNG JAWAB 
1 5. DOKUMEN TERKAlT 

: Jangka Simpan Arsip 
: Petugas yang bertanggung jawab 
: Dokumen yang terkait 

BUPATI REJANG LEBONG, 

P.t.RAF 
KOOROINASI • 

SE~r>• " AStSTE " 

l(A&•G 'Ii 
kASUBRMS 
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LAMPfRAN II : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR 2S TAHUN 20l9 
TANGGAL lo SEPfEMBER 2019 

PENATAAN ARSIP VITAL 

Penataan arsip vital adalah penataan fisik arsip vital hasil identifi.kasi yang meliputl 
kegiatan : 
A. Pendeskripsian adalah penuaan informasi arsip vital dengan jelas dan informatif ke 

dalam kartu deskripsi yang sek1.1rang-kurangnya memuat informasi : 
l. Unit kerja 
2. Bentuk redaksi / jenis arsip 
3. lsi informasi a.rsip 
4. Ku run wak'tU 
5. Jumlah dan 
6. 'Nngkat keaslian / tingkat perkembangan 

CONTOH KARTU DESKRIPSI 

PENCIPTA ARSIP NO. SEMENTARA NO DEF!NlTlF 
KODE 

ISi 

KETERANGAN 

Petunjuk Pengisian : 

1 . Pencipta arsip 
2 . No. Sementara 
3 . No. Definitif 
4. Kode 
5. Indeks 
6 . Isl 
7 . Tahun 

INDEKS 

TAHUN 

: SKPD / Unit kerja yng rnenciptaka:n arsip 
: Nomor sernentara sebelum di lak.ukan pengelompokkan 
: Nomor definitive setelah di kelompokkan 
: Kode Klasifikasi 
: Kata tangkap (series arsip) 
: fnformasi yang terkandung dalam arsip seinJormatif mungkin 
: Tahun arsip diciptakan 

B. Pengelompokkan adalah mengelompokkan jenis arsip berdasarkan : 
1. ({]asifikasi arsip; 
2. J enis/ Kriteria arsip. 

C. Pembe.rkasan adalah mengelompokkan arsip vital dengan cara: 
I. Dengan menyatukan informasi dan fisik arsip vital yang memiliki keterkaitan 

infonnasi; 
2 . Mem.isahkan antar arsip vital asli dengan arsip vital copi/dup).ikat. Diusahakan 

agar arsip vital asli yang memiliki .keterkaitan informasi disatukan ke dalam satu 
berkas, sedangkan duplikat/copinya di peclakukan sebagai berkas a.rsip aset 
duplikat/copi untuk d.isimpan secara terpisah (disperal); dan 

3. Apabila dikehendaki, dapat di lakukan pemisahan subkelompok antara arsip 
substantif dengan berkas prosesnya. 

~
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o. Penyusunan Daftar Arsip Vital a~al~ ke~atan pembuatan daftar arsip vital sebagaj 
sarana b'.'-11tu pe°:emuan kembali ars1p 111.tal. Daftar arsip vital sekurang-kurangnya 
memuat 1nfonnas1 ; 
l. Nomor urut 
2. Jenis Arsip 
3. Unit Kerja 
4. Kurun Waktu 
5. Media 
6. Jumlah 
7. Jangka Simpan 
8. Metode Perlindungan 
9. Lokasi Simpan dan 
10. Keterangan 

CONTOH FORMAT DAFTAR ARSIP VTTAL 

NO Sclou 

r-'--+---=-2 --I- , • 

Petunjuk Pengisian 

1. No 
2. Seksi 
3. Kode Klasifikasi 
4. Jenis / Series Arsip 

JlUDlo"\b 

• 7 • 

: Diisi dengan Nomor uru L arsip vilal 
: Diisi sesuai unit pengolah 

• 

: Diisi dengan klasilikasi 
: Diisi dengan jcnis Arsip (tekstual foto katografil 

10 II 

5. Tingkat Perkembangan 
6. Jumlah 
7. Kurun Waktu 

: Diisi dengan tingkat perkembangan arsip vital, Asli, salinan. 
: Diisl dengan Jumlah arsip yang di clptakan mlsatnya 1 berkas 
: Diisi tahun arslp vital lercipta 

8. Format/Media 
9. MetodePerlindungan 
10. Retensi 
11. Lokasi Simpan 

: Dilsi sesuai dengan media arslp 
: Diisi dengan resiko ancaman arsip 
: Diisi dengan Jangka simpan arsip 
: Diisi dengan lokasi arslp dislmpan 

E. Penyusunan Daftar Arsip lnduk Arsip Vital 
1. Pembuatan Daftar Induk Arsip Vital di Laksanakan di Unit Kearsipan SKPD. 
2. Pembuatan Daftar lnduk Arsip Vital di Unit Kearsipan merupakan rangkuman dari 

daftar arsip vital di Unit Pengolah SKPD. 
3 . Daftar lnduk Arsip Vital selanjutnya dikirimkan ke lembaga Kearsipan Daerah. 
4. Pembuatan Daftar lnduk Arsip Vital di lembaga Kearsipan Daerah merupakan 

rangkuman dari daftar arsip vital SKPD. 
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NOINDUK 
UNlTKERJA 
JUDUL ARSlP 
BENTUK/FORMAT 
ARSIP 
JUMLAH 
RETENSI 
TAHUN 
l,QKASl SIMPAN 
ALASAN 
PERLJNDUNGAN 
METODE 
PEMINDAHAN 

DUPLIKAT 

PENYTMPAN 

lNSTRUKSI 
KHUSUS 

CONTOH DAFTAR JNDUK ARSIP VITAL 
fNSTANSI 

BlDANG /SUB BIDANG/BAGIAN 

TANGGAL FREKUENSl 

DI BUATTANGAL BENTUK DUPLIKAT 
SCAN/DIGITAL 

ASL! DUPLIKAT 

LOKASI SIMPAN 

LOKASI SIMPAN 

Petunjuk Pengisian 
I. No. Induk : Diisi dcngan nama organisasl dengan nomor 

2. Unit kerja 
3. Judul Arsip 
4. Bentuk/Format Arsip 
5. Jumlah 
6. Retensi 
7. Tabun 
8. Lokasi Simpan 
9. Alasan Perlindungan 
10. Metode 
l 1. Pemindaban 
J 2. DUplikat 
13. Penyimpanan 
14. lnstruksl Khusus 

: PARAF 
KOOROINASI • 

~EK C>A , 
I 

" I ~51STE;, 

IV l,l~G J. 

l'J\~I lflll~~c; 
,, 
~ 

OIMA~ f,<' "El IPA,V.PSA 

Berdasarkan slruktur organisasinya. 
: Diisi dengan Nama UnJt Kerja 
: Diisi deogan sesuai dengao arsipnya 
: Dilsi lekstual, foto, kanografi 
: Dusi dengan jumlah arsipnya 
: Diisi dengan masa slmpao 
: Diisf dcngan tahun arslp tcrciptanya 
: Diisi dengao tempat peoyimpanan arsip 
: Dils! denga tfngkat informasi yan terkandung perlindungan 
: Diisi dengan metode pemindahan arsip 
: Diisi dengan pembuatan duplikat arsip 
: Diisi engan pembuatan duplikat arsip 
: Diisi dengao kondisi arsip saat disimpan 

BUPATI REJANG LEBONG 

NAS KAH 
PRO DUK HUKUM INI 

TELAH DITELITI I 

TOL: 

cs 
I DtKOREKSI OLEH 
■AOIAN ADM , HUl<VM 

KAQAO. AOM, HU KUM. 
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LAMPlRAN W : PERATURAN BUPATI REJANG L,EBONG 
NOMOR 2S TAHUN 2019 
TANGGAL it S£l'T£M3IR 2019 

PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN ARSIP VITAL 

A. Faktor-faktor Perusak 

1. Faktor-faktor perusak arsip vital dapat dj sebabkan oleh faktor benoana alam dan 
faktor manusia. 

2. Faktor bencana alam antara lain, Gempa bumi, banjir, tsunami, perembesan air 
laut, longsor, kebakaran, letusan gunung berapi, badai danlain-lain. 

3. Faktor manusia antara lain perang, sabotase, pencurian, penyadapan atau uns ur 
kesengajaan dan kelalaian manusia. 

B. Metode Perlindungan arsip vital yang dapat di lakukan meliputi : 

1. Duplikasi 
Duplikasi arsip vital di lakukan dengan metode digitalisasi khususnya terhadap 
arsip a.set dan produk hukurn. Untuk arsip vital selain arsip aset da.n prod uk 
hukum, metode duplikasi yang di lakukan dengan menciptakan salinan atau 
digitalisasi. Penentuan kriteria arsip vital yang perlu di lakukan digitaJjsasi di 
tentukan oleh unit kearsipan. 

2. Pemencaran 
Pemencaran arsip vital di lakukan dengan rnenyimpan arsip hasil duplikasi ke unit 
kearsipan, sedangkan arsip vital yang asli disimpan di unit kerja pencipta arsip 
vi ta! terse but. 

3. Dengan peralatan khusus (Vaulting) 
Perlindungan bagi arsip vital dari musibah atau bencana di lakukan dengan 
menggunakan peralatan penyimpanan kht1sus, seperti : Almari besi, filing cabinet, 
tahan api. Pemilihan peralatan simpan tergantung pada jenis, media dan ukuran. 
Namun demikian secara umum peralatan tersebut JDP.miliki karaktersitik tidak 
mudah terbakar (sedapat mungkin memiliki daya tahan sekurang-kurangnya 4 
(empat) jam kebakaran), kedap air dan bebas medan magnet untuk jenis arsip 
berbasis magnetik / elektronik. 

C. Pengamanan Arsip Vital 

Pengamanan Arsip vital meliputi : 
1. Pengamanan fisik Arsip Vital 

Pengamanan fisik arsip vital di laksanakan dengan maksud untuk melindungi 
arsip dari ancaman faktor-faktor pemusnah/perusak arsip. 
Contoh pengamanan fisik arsip vital adalah : 
a. Penggunaan sistem keamanan ruang penyimpanan a.rsip seperti pengaturan 

akses, pengaturan ruang simpan, penggunaan sistem alarm dapat di gunakan 
untuk mengamankan arsip dari bahaya pencucian, sabotase, penyadapan dan 
lain-lain. 

b. Menempatkan arsip vital pada tingkat ketinggian yang bebas dari banjir. 
c. Struktur bangunan taban gempa dan Jokasi y ang tidal< rawan gempa, angjn 

topan dan badal. 
d. Penggunaan ruangan kebakaran dan lain-lain. 

2. Pengamanan informasi Arsip Vital 
Dalam rangka pengamanan informasi dan layanan penggunaan Arsip Vital, 
Pengolah arsip vital harus melakukan pengaturan sebagai berikut : 
a. Menjamin arsip hanya di gunakan oleh orang yang berhak 
b. Memberi kode rahasia pada arsip vital, dan 
c. Membuat spesifikasi orang-orang yang mP.milild hak akses. 
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o. Penyimpanan 

1. Penyimpanan arsip vital di laksanakan dengan prinsip dasar aman, terjaga, 
terpelihara, mudah cliakses dan efisien. 

2 . Penyimpanan arsip vital memuat ketentuan minimal penyimpanan arsip vital 
sebagai be1ikut: 
a. Kondisi lingkungan dengan memperhatikan tempat penyimpanan arsip vital 

yang jaub dari lokasi yang berbahaya seperti area penyimpanan kimia dapur, 
unit AC, kamar mandi dan basement. 

b. Jalan masuknya terkontrol dan terhindar dari unsur-unsur yang mengganggu 
keamanan arsip vital. 

c. Melaksanakan kontrol lingkungan secara tepat sesuai dengn retensinya/jangka 
waktu simpan arsip 

d. Menjaga kondisi fisik arsip tetap baik, suhu agar di jaga tidak melebihi 27°C, 
dan mempunyai kelembaban tidak lebih dari 60%. 

e. Kondisi arsip agar tidak terkena sinar pencahayaan langsung. 
f. Lingkungan agar bersih dan tidak terkontaminasi dengan industri dan gas, 

serta sirkulasi udara yang be bas dan segar. 
g. Ruang penyimpanan arsip media magnetik, (arsip audio visual dan arsip 

elektronik) harus terlindungi dari medan magnet. 
h. Adanya program pencegahan bahaya untuk menjamin. arsip tidak hilang dan di 

tangani secara baik. 
i. Pencegahan kebakaran dan unsur lainnya termasuk pemasangan heat/smoke 

detection, fire alann, sprinkler system yang terpasang di masing-masing 
ruangan/lantai ruang penyimpanan arsip 

3. Penyimpanan arsip vital di Jaksanakan dengan menentukan pemilihan lokasi 
yang terdiri : 
a. Penyimpanan didalam lingkungan instansi (on site storage) 
b. Penyimpanan di Juar lingkun.gan instansi ( off site storage 

4. Penyimpanan di dalam Jingkungan instansi (on site storage) terbagi menjadi: 
a. lnstansi besar dengan volume arsip vital cukup banyak, maka perlu membuat 

tempat penyimpanan khusus arsip vital. 
b. lnstansi kecil dengn jumlah a:rsip sedikit, maka penyimpa.nan arsip vitalnya di 

simpan pada Jemari besi berlapis baja tahan api dan bebas asam. 
5. Penyimpanan di luar lingkungan instansi (off site storage), dengan 

mernperhatikan : 
a. Lokasi gedung penyimpanan arsip vital relatif leblh murah daripada lokasi 

kantor instansinya. 
b. Lokasi gedung penyimpanan arsip vital tidak berada pada lingkungan yang 

memiliki kandungan polusi tinggi serta hindari daerah rawan banjir dan/ atau 
Jokasi bebas hutan dan perkebunan. 

c. Lokasi penyimpanan arsip vital agar tidak berdekatan dengan 
keramaian/permukiman yang padat penduduk. 

d. Lokasi penyimpanan arsip vital mudah d1 jangkau untuk pengiriman, 
penggunaan maupun transportasi pegawai serta mudah di akses. 
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LAMPIRAN rv : PERATURAN BUPAT1 REJANG LEBONG 
NOMOR 2S" TAHUN 2019 
TANGGAL I( StPTrMUFR 2019 

PENYELAMATAN DAN PEMULIHAN 

Penyelamatan dan pemulihan (recovery) arsip vital pasca bencana atau musibab di 
Jakukan dengan langkab-langkah: 
A. Penyelamatan/ evakuasi 

Untuk menjaga kemungkinan kerusakan yang lebih parab di perl11:kan _ langkab
langkab penyelamatan arsip vital pasca musibab atau bencana sebagai benkut : 
1. Mengevakuasi arsip vital yang terkena bencana dan memindal1ka11 ketempat 

yang lebih aman. 
2. Mengidenti.fikasi jenis arsip yang mengalami kerusakan, jumlab dan tingkat 

kerusakannya dengan mengacu pada daftar arsip vital. 
3. Memulihkan kondisi (recovery) baik untuk fisik a rsip vit.alnya mau~':1n ~ mp~t 

penyimpanannya yang dapat di lakukan dalam bentuk rehab1litas1 fisik 
arsip/rekonstruksi bangunan. 

B . Pemulihan (Recovery) 

1. Stabilisasi dan perlindungan arsip yang di evakuasi 
Setelab terjadinya bencana segera mungkin di lakukan perbaikan terhadap 
struktur bangunan atau kebocoran. Pengaturan stabilitas suhu udara dan 
kelembaban dapat di kurangi pengaturan sirkula si udara atau menggunakan 
kipas angin. Apabila seluruh bangunan mengalami k erusakan, maka arsip yang 
sudab dievakuasi dan dipindabkan ketempat aman harus di jaga un tuk 
mencegab kerusakan yang semakin parah, karena dalam waktu 48 (empat 
puluh delapan) jam arsip tersebut akan di tumbuhi jamur, yang k e mudian akan 
segera membusuk dan hancur. Sedangkan dalam musibah kebakaran, 
kerusakan terbadap arsip dari jelaga , asap, racun, api, suhu udara yang sangat 
tinggi dan lain-lain, harus di netrallsir sesegera mungkin dengan cara di 
jauhkan dari pusat bencana. 

2. Penilaian tingkat kerusakan dan spesifikasi kebutuban pemulihan yang 
berkaitan dengan operasional penyelamatan penilaian dan pemeriksaan 
terhadap tingkat kerusakan di lakukan untuk menentukan jum)ah dan jenis 
kerusakan, media atau peralatan apa yang terpengaruh dan ikut rusak, 
peralatan dan Jain-lain termasuk memperhitungkan kebutuhan tenaga ahli dan 
peralatan untukmetakukan operasi penyelan1atan. 

Pelaksanaan Penyelamatan 

1. Pelaks8.Ilaan penyelamatan dalarn bencana besar 
Penyelamatan arsip vital yang disebabkan oleh bencana besar p erlu dibentuk 
tim penyelamatan yang bertanggungjawab mengevakuasi dan memindabkan 
arsip ke tempat yang aroan, melakukan penilaian tit1gkat ke1usakan, mengatur 
proses penyelamatan termasuk tata caranya, penggantian shift, rotasi 
pekerjaan, dan mek8.Ilisme komunikasi dengan pihak-pihak terkait. 

2. Pelaksanaan penyelama tan bencana yang berskala kecil 
Penyelamatan arsip vital yang clisebabkan oleh pencana yang berskala keciJ 
cukup dilakukan oleh unit organisasi dan unit terkait. Misalnya musibah 
k~bakaran yang terjadi disuatu kantor maka pelaksanaan penyelamatan 
dilakukan oleh unit kearsipan clibantu oleh unit keamanan dan unit pemilik 
arsip. 
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3. Prosedur pelaksanaan 
Pelaksanaan penyelamatan arsip yang di sebabkan oleb bencana banjir di 
lakukan dengan cara: 
a. Pengepakan yaitu kegiatan yang di lakukan sebelum melakukan pemindahan 

arsip dari lokasi bencana ketempat yang aman. Arsip yang terkena musibah 
sebelumnya perlu di bungkus dan diikat (dikemas) supaya tidak tercecer, 
baru kemudian di pindahkan. 

b. Pembersihan yaitu memilah dan membersihkan arsip secara manual dari 
kotoran yang menempel pada arsip, kemudian disiram dengan cairan 
alkohol/thymol supaya kotoran yang menempel pada arsip dapat terlepas dan 
arsip nya tidak lengket. 

c. Pembekuan yaitu mendinginkan sampai ketingkat suhu minus 40° (empat 
puluh derajat) celcius sehingga arsip menglami pembekuan 

d. Pengeringan yaitu mengeringkan menggunakan vakum pengering atau k.ipas 
an gin, tidak di jemur dalam pan as matahari secara langsung. 

e. Penggantian arsip yang ada salinannya yang berasal dari tempat lain. 
f. Penggandaan (backup) seluruh arsip yang sudah di selamatkan dan 
g. Memusnahkan arsip yang sudah rusakparah dengan membuat Serita Acara. 

Sedangkan untuk volume arsip yang sedikit, cukup di Jakukan dengan cara 
sederhana dengan tetap menjaga suhu antara 10 • (sepuluh derajat) s/d 17 (tujuh 
belas derajat) celcius dan tingkat kelembaban antara 25 % s/d 35 % RH. Sedangkan 
penyelamatan arsip akibat musibah kebakaran hanya di lakukan terhadap arsip 
yang secara fisik dan infonnasi masih bisa di kenali. Pembersihan arsip dari asap 
atau jelaga di lakukan dengan cara manual. 

C. Prosedur penyimpanan kembali. 
Arsip yang telah dibersihkan dan dikeringkan disimpa.n kembali ketempat yang 
bersib dengan suhu dan kelembaban yang sesuai, dengan langkah-langkab : 
1. Jika tempat penyimpanan arsip vital tidak mengalam.i kerusakan maka ruangan 

tersebut dibersihkan terlebih dabulu. 
2. Penempatan kembali peralatan penyimpanan arsip vital. 
3. Penempatan kembali arsip. 
4. Arsip vital elektronik dalam bentuk disket, catridge, cakram digital (CD) di simpan 

di tempat terseadiri dan di lakukan format ulang dan di buat duplikasinya. 

D. Evaluasi 
Setelab selesai melakukan kegiatan pemulihan maka perlu di lakukan evaluasi 
untuk mengetabui seberapa jaub tingkat keberhasilan penyelamatan arsip vital dan 
penyusunan laporan. Kegiatan evaluasi juga akan bermanfaat untuk 
mempersiapkan kemungkinan adanya bencana di kemudian hari. 
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